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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT IT PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 1984
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Isa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : as Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ~
Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976 ~=
. tentang Pemeriksaan Hewan di Pasar,ternya
ta sudah tidak sesuai lagi dengan perkem—
bangan situasi dan kondisi pada dewasa e
= ini, maka dipandang perlu diadakan penin—
. Jauan kembali, khususnya yang menyangkute
tarip Pemeriksaan Keschatan Ternak di e
‘Pasare

be Bahwa unuk menjamin Ternak yang akan diju
o al dalam keadaan sehat,- serta untuk me —
‘ningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan -
hya, maka dipandang perlu menetapkan Pera
turan Daerah tentang "Pemeriksaan Kesehat
an Ternak di Pasar®,

o

Mengingat 3 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang=
Pokok=pokok Pemerintahan di Daerahe

2+ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah~dacrah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto —
Peraturan Pemerintah R,I, Noe32 Tahun 1950
t.ovong Penctapan mulai berlakunya Undang-
- 25 - Undang Nomor 13 Tahun 1950,
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3e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketcntuan -
~ ketentuan Pokok Peternakan dan Keschatan Hewan,

" 4o Undang-Undang Nomor 12/Drt, Tahun 1957 tentang Pera~
turan Umum Retribusi Daerah,

5e Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 —
Juli 1967 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya~
dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Dacrah Tingkat II Pemalangs, -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT II-
PEMALANG TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

DI PASAR. :
: BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de -
‘ngan 3

as Bupati Kepala Dacrah : ialah Bupati Kepa-
la Daerah Tingkate

IT Pemalang,
- be Kepala Dinas Peterna : ialah Kepala Dinas
kan = Peternakan Kabupa-
: ten Daerah Tingkat

IT Pemalang.
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Ce

- d.

Ce

i

‘ Ternak

Pctugas Tehnis ialah Petugas technis Pcter

nakan, yang ditugaskan un-
tuk memeriksa kesehatan e
ternak yang akan dijuals

Kas Daerah : ialah Kas Dacrah Kabupaten
i R Dacrah Tingkat II Pemalang

ialah semua hewan piaraan-—
baik ternak besar maupin =
kecil yang meliputi ¢ Kuda,
Sapi, Kerbau, Kambing, Dom -
ba; Babi dan &yam/Itik,
ialah tempat untuk Jual=-be
1i ternak dan atau kegia -

tan transaksi jual/beli we
ternak,-

ialah Surat yang menerang—

‘kan tentang keadaan kescha

tan ternak yang telah di ~
periksa.e TN e

BAB IX

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
Pasal 2

Pasar

Surat Keterangan

(1)« Untuk r;lenc.egah penularan penyakit ternak, maka

kepada siapapun yang bermaksud menjual ter-
nak di Pasar, terlebih dahulu harus memerik
sakan kesehatan ternsk yang bersangkutan,

(2)+ Pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana -~

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan
oleh petugas Tehnis,
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(3). Petugas tchnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)-
Pasal ini memberikan Surat Keterangan sesuai dengan
hasil pemeriksaannya kepada pemilik/penjual ternak-
Yang bersangkutan.

Pasal 3

Bentuk dan isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud da
lam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan ——
oleh Bupati Kepala Daerah.

: Pasal 4

(1) Ternak yang terngata menderita sosuatu penyakit =
dan membahayakan keschatan ternak yang lain dila -
rang dijual di Pasar,

(2) . Petugas tehnis berkewajiban untuk melarang penjua~
lan ternak yang ternyata menderita sesuatu penya -
kit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal inie

BAB III
BIAYA PEMERIKSAAN
Pasal 5

Untuk mengadakan pemeriksaan terhadap ternak yang akan—
dijual di Pasar, kepada Pemilik/Penjual ternak yang ber
sangkutan, diwajibkan membayar biaya pemeriksaan dengan

- tarip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan —-
Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari-
Peraturan Dacrah ini,

Pagsal 6

(1)« Uang hasil biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksude
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini s seluruhnya di-
setorkan ke Kas Dacrahe
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(2) . Bentuk dan isi tanda bukti sctoran, scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditctapkan oleh
olech Bupati Kepala Dacrah,

(3). Dalam tanda bukti setoran, harus doscbutkan po-
rinciannyae ¢

ae Jumlah seluruh gyang hasil biaya pemeriksaane

Le Jumlah dari hasil perhitungan 90% dari hasil
seluruhnya, yang harus dimasukkan ke Kas Dag
rahe

Ce Jumlah dari hasid perhitungan 10% dari hasil
seluruhnya sebagai Upah pungute

BAB Iv
KETENTUAN PIDANA
Pasal T

Pelangzaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal —- -
4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dacrah —
H ini, diancam dengan hukuman kurungan sclama~lamanya-
3 (tiga) bulan, atau denda setinggi~tingginya
Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)e.

BAB )
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Pclaksanaan atas Péeraturan Daerah ini diserah —
kan kepada Kepala Dinas Peternakane

(2). Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah ini oleh Kepala Inspektorat =
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang =
dan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setwilda e

bupaten Dati II Pemalange

(&
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal=-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini -
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sc-—
Panjang mecngenai pelaksanaannyae

Pasal 10

(1) + Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pera
turan Daerah Kabupaten Daecrah Tingkat II Pemalang
Nomor 4 Tshun 1976 tentang Pemeriksaan Hewan di -
Pasar dan ketentuan-ketentuan lain yang berten ——
tangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan ti-
dak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari per—
tama sesudah hari pengundangannyae

Agar setiap orang mengetahuinya memeriktahkan pe—
ngondangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Ting -
kat II Pemalango

Pemalang, 17 Meci 1984.

DPRD KABUPATEN DAERAH BUFATI KEPALA DAERAH TING-
TINGKAT II PEMALANG KAT II PEMALANG
Ketua,
ttde ttde
MOCH. SAMINGOEN SLAMET HARYANTO, B4,

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dacrah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 1984 Nomor @
18843/208/1984«
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Diundengskan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah
Tingkat II Pemalang Nomor 9.

Tanggal @ 15 Desember 1984,

Seri ¢+ B Nomor : 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

tetede
MOCH. CHAFRON, BA,
NIP. 500.011.883.

-


http://jdih.pemalangkab.go.id/produkhukum/

http://jdih.pemalangkab.go.id/

PEIJELASAN
Atas

PERA'IUI%AI\T DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I,

Looieso  NOMOR 3 9 TAHUN 1984

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR

PENJELASAN UMUM 3

Sebagaimana kita kctahui bahwa Peraturan Dac —
rah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Pemalang Nomor 4 -
Tahun 1976, adalah mcngatur mengenai Pemeriksaan -
Hewan yang akan dijual di Pasar.

Peraturan Daerah ini diadakan untuk menjamin,-
agar setiap ternak yang akan dijual di Pasar dalam-
kecadaan sehat tidak terkena penvakite Lebih-lebih -
karena penyekénggaraan juql beli ternslr di Pasar ==

vang merupakan berkumpulrya be nacam—=nacam ternak
éa.r beberapa desa/x Tll?dd.lg ez memurgidinizen mudak
terjangkit menularnya penyakil fornake-ternaizn
Sehingga untuk menghindari terjziinya kemunglinan -
menularnya penyakit fernak terzebut, porlu aiadakan
langkah~langkah pencegahan/preventif, yaitu dengan-
mengharuskan untuk memerikseakan sctiap ternak yang-
akan dijual di Pasare

s

Selanjutnya kita ketahui bahwa Peraturan Dac --
reh tentang Pemeriksaan Hewan di Pasar yaitu Peratu
ran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkas II Pemalang How-
mor 4 Tahun 1976, sudah tidak sesval lagi dengan =
perkembangan keadaan, terutama mengenai ketentuan -
ketentuan yang menyanckut tarip biaya pemeriksaai.
Demikian juga didalam kenyataannya pelaksanaan peme
riksaan keschatan ternak di lakukan hanya terhagqy,
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p——

ternak yang akan dijuale Karena itu lebih to-
pat apabila judul Peraturan Daerah diubah, -
77 b dexri kalimat " Pemeriksaan Hewan di —e—
Pasar " menjadi " Pemeriksaan Kesehatan Ternak
di Pasar " karena istilah hewan mempunyai ar-—
ti yang lebih luas daripada ternake

Dari hal-hal seperti tersebut diatas; -
yaitu perlunya untuk menjamin ternak yang —ee
akan dijual itu dalam keadaan sehat serta jue
ga untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 4 Tahun 1976, perlu ditinjoi «
kembali serta diganti dengan yang baru, dan —
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Da =
erahe

IT. PENJELASAN PASAL .. DEMI PASAL :

Pasal 2 ¢ Pemeriksaan Kescham
tan ternak dilakil e
kan terhadap adanyeo
jual/beli ternak ti
dak hanya di Pasar,
tetapi dilakukan di
tempat=tempat lain,
dimana terjadinya =~
transaksi jual/beli
ternak misalnya di-
Poultyi=Shop di tem
pat peternakan babi
dan lainelain,

Pasal 3 s/d 10 ¢ Cukup jelase—~

1o
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